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PEMERINTAH KABUPATEN S!NTANG 

PERATIJRAN DAERAH KABIJPATEN S!NTANG 
NO� IOR J TAHUN 20 IO 

TENTAJ\G 

PERUBAHAN .-\NGGARA}I PENDAPAT AN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINT A.'sG 
TAHUN ANGGARAN 2010 

DE:-GAN RAH\!AT TUHA:- YAJ'<G �IAHA ESA 

BUPATI SINTANG, 

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang ridak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupateu 
Simang. keadaan yang menyebabkan pergeseran amar unit organisasi, anrar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih 
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan da!am Tahun Anggaran 2010, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun A.nggaran 2010, 

b. behwa guna mencapai pengelo!aan administrasi keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan }ang berlaku, maka perlu dilakukan 
penyusunan Perubahan Anggaran Pendaparnn dan Belanja Deerab Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 20 I 0. 

c bahwa berdasarkan penirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas. perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapaian dan Belanja Daerah Kabupaten Suuang Tahun Anggaran 2010. 

lengingat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan L'ndang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembemukan Daerah Tingkat II 
Di Kalimantan (Lembaran \egara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambaban Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Lndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820). 

2 Undang-L'ndang 



Undaug-Undang N'omor 8 Tahun 197-t tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran vegara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30-tl), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3890), 

J Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 teruang PajakBumi Dan Bangunan (Lembaran ):egara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 199-1 
( Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Xomor 3569), 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor -t 1. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Namer 34 Tahun :moo 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \,'omor4048}, 

L. ndang-Undang lvornor 21 Tahun 1997 ternang Bea Perolelum Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 997 
Xomor 4-t, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), 

6 

7 

l'ndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi. Kolusi clan vepotlsme (Lembaran 
'vegara Republik Indonesia Tahun 1999 \"omor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851). 

L ndang-Undang l\omor 31 Tahun 1999 temang Pemberaruasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 999 Nomor 
1-10. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387-4), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun �001 Nomor 13-'t, Tambahan Lembaran Xegara Republik Indonesia vorror 4150). 

8 Lndang-Undang jvomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 xomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Repub!Jk Indonesia Nemer 4286). 

9 Lndang-Undang i\omor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Xegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). 

10 Lndang-Uudang Namer 10 Tahun 2004 rentang Pembentuhan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun �004 
'vomor 53, Tambahan Lembaran vegara Republik Indonesia vomor 4383). 

11 Undang-Undang 



11 Undang-Undang Nomor I 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 

12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Noma; 104, Tambahan Lembar";n-Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ), 

13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemenruahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun J.004 Nemer 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844), 

14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 teniang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun :004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 

l 5 L'ndang-Undang Namer 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Xegara Tahun A.nggaran :008 (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 1333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Komar 4778). 

16 Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan \Vakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Namer 4028), 

17 L'ndang-Undang Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2001 Namer 118, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138), 

18 Undang-Undang Namer 66 Tahun 2001 iemang Retribusr Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139), 

19 L'ndang-Undang Nomor 24 Tahun 1004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggoia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 9-L Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4540). sebagaimana ielah 
diubah beberapa ka!i terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Re.publik Indonesia Tahun 2007 No mar 4 7. 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712). 

::a L!ndang-Cndang 



20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. 
Tambahan Lembaran Xegara Republik Indonesia Nomor 4503); 

21 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574), 

12 Undang-Undang Nomor 55 Tahun :!:005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 

23 Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 teruang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 

14 Peraturan Pernerintah Xornor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemer 139. Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Xomor -l577), 

:!5 Peraturan Pemerintah \omor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ::!005 Nornor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). 

16. Peraturan Pemerimah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan \limmal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 xomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 461-1). 

27 Peraturan Pemerintah 'comer 79 Tahun 2005 tenraug Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lcmbaran 
!\egara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-l593). 

28 Peraturan Pemerintah 'corner 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614). 

29 Peraturan Pemenntah \omor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintaban Amara Pemerintih, Pemerintahan Daerah Prcvinsi Dan 
Pemerimahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Xomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737). 

30 Peraturan 



30 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7-t I). 

31. Keputusan Presiden Rcpublik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 temang Pedoman Pe!aksanaan Anggaran Dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4::!12) sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Namer 72 Tahun 2004 (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4418), 

32 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun ::003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemeriruah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 771, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 
Tahun 2007); 

33 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Namer I Tahun .:'.006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2006·2010 
(Lembaran Daer ah Kabupaten Sintang T ahun 2006 Komar I, T ambahan Lembaran Daer ah Kabupaten Sintang Nomor I). 

34 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor I Tahun 1007 remang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor l Tahun 
2005 teruang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran 

-Uaerah Kabupaten Smtan""gTahun 2007 Nomor I. FarnbahanLembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor I). 

35 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinraug Namer 25), 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor I Tahun ::oos tentang Lrusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 
Tahun 2008 Nomor I. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Shuana Nomor 1 ). 

37 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang :--!omor::?: Tahun ::oos tentang Susunan Organisasi Pcrangkat Dacrah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2), 

38 Peraturan Daerah Kabupaten Simang !\omor J Tahun ::010 iemang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 xornor 3). 

Dengan 



tapkan 

Dengan Persetujuan 13ersama 

DEWAN PERWAKILA:-1 RAKYAT DAEIW-1 KABUPATEN SINTANG 

Dan 

BUPA Tl Sf.'IT A2!G 

ME,IUTLSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATE1' Sr.-:T.-\:S:G TENTAJ\G PENJABARAN PERUBAJIAN ANGGARAN PENDAPATA.\I DA;>. BEL.-\\IJA 
DAERAH KABUPATEN SlNTANG TAHU'.\' A\IGG.-\RAN 2010 

PASAL 

Bcberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor I Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Simang Tahun Anggaran :2010. meng.alami beberapa perubahan sebagai berikut · 

Pasal I 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Snuang Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp 698 769 328 073,88 benambah cejumlah Rp 
76 493 96-t 023,55 sehingga menjadi Rp 775 263 :_92 097.43 dengan rincian sebagai berikut 

I. PE�DAP.-\TAN DAER.-\H 
a Semula 
b Bertambah J (Berkurang) 

Jumlah pendapatan setelah perubahan 

2. BELANJA DAER..\11 
a Semula 
b Benambah I (Berkurang) 

Rp 611 JOI 326 835,28 
Rp 76 487.05 I 473,55 

Rp 698 769 328 073.88 
Rp 76 393 964 023,55 

Rp 687 788 378 JUS SJ 

Jumlab 



Jumlah belanja setelah penibahan 
Rp 775 163.292 097,-13 

3. PEMillA YAAN 
a. Penerimaan 

I). Semula 
Rp 87.468 001 238,60 

2). Bertambah I (Berkureng) 
Rp 6 912 550.00 

Jumlah Pembiayaan Penerimaan setelab perubahan 
Rp 87 474 913 788.60 

b. Pengeluaran 
I). Semula 

Rp 
2) Bertambah I {Berkurang) Rp I 00 000 000. 00 

Jumlah Pernbiayaan Pengeiuaran setelah perubahan 
Rp 100 000 000.00 

Jumlnh Pembiayaan Netto setelah perubahan 
Rp 87 37-1913 788,60 

isat.ebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan 
Rp 0.00 

Pasal 2 

( I ) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari 
n. Pendupntnn Asli Darrah 

I) Semula Rp 25319321.324.28 

2) Bertambah I (8erkuran2) Rp I 550 580 804,00 

Jumlah pendapatan as!i daerah setelah perubnhan 
Rp c6 869.902 128.28 

b. Dnnn Prrimbang:rn 
I) Semula Rp 57-1-10-1600 S 11,00 

2) Benambah I (Berkurang) Rp 
Jumlah 



Jumlah dana perimbangan setelah perubahan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
I) Semula 
2) Bertarnbah I (Berkurang) 

Rp 
Rp 

11 577 405 000,00 
74.936 470.669,55 

Rp 574404.600511.00 

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan 

( 2 ) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana pada 8) at ( I ) huruf a terdiri dari jenis pendapatan 
a. Hnsil Pajak Daerah 

!) Semula Rp 
2). Bertambah I (Berkurang) Rp 

Jurnlah pajak daerah setelah pernbahan 

2 185 088 056,00 
60 610 000,00 

Rp 

Rp 

86 513 875 669,55 

2 245 698 0,5,00 

b. Retribusi Darrah 
�emu1a 
2). Bertambah I (Berkurang) 

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan 

c. f-fasil Pcngelolann Keknvnnu Daernh Yang dipisahkau 
I) Sernula 
2) Bertambah I (Berkurang) 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah vaug dipisahkan serelah perubahan 

d. Lnin-lain Pendnpntan .-\sli Dncrah Ynng S:1h 
I) Semula 
2) f3enambah I (Berkurang) 

Rp 
Rp 

Rp 
Rp 

Rp 
Rp 

10 770 605 272,00 
I 462 383 144,00 

2 919 000 006.32 
0.00 

9 444 627 989.96 
27 587 660,00 

Rp 

Rp 

12 232 988 416,00 

2 919 000 006.3: 

Jumlan 



Jumlah Jain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan 

( 3 ) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b ierdiri dari jenis pendapatan : 
a. Dana Bagi Hnsil Pnjak/ Bagi Hasil Bukan Pajnk 

I) Semula Rp. 
2) Bertambah I (Berkurang) Rp 

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan 

31 I 06 059 511,00 
0.00 

Rp 

Rp 

9472 215.649,96 

31 106.059 SI 1,00 

b. Dana Aloknsi Cmum 
I). Semula 
2). Bertambah I (llerkurang) 

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan 

Rp 490 697 841 000,00 
Rp 0,00 

Rp 490 697 841 000,00 

c. Dana Aloknsi Kbusus 
I). Semula 
2) Bertambah .I IBerkuraug) 

Jumlah dana alokasi khusus seielah perubahan 

Rp. 
Rp 

52 600 700 000,00 
0.00 

Rp 52 600 700 000,00 

( 4 ) Lam-lam pcndapatan dacrah � ang sah scbngauuana dnuaksud pada avat ( I l huruf c tcrdm dan JCtHS pcndapatan 
n. Dann Bngi Hasil Pajak dnri Provinsi dan Pemer-intahnn dacrah lninnyn 

I) Semula Rp. 11.577 405 000,00 

2) Bertambah I (Berkurang) Rp 3 237 964 880,55 

Jumlah Dana Bagi Haul Pajak dari Provins. dan Pemenmah Oacrah Lamya setelah perubahan Rp 14 815 369 880.55 

b. Dann penv esuaian dnn otonomi khusus 
1) Semula 
2) Benambah I (Berkurang) 

Rp 
Rp. 60 603 005 789.00 

Jum!ah 



Jumlah dana Penyesuaian dan Otonorni Khusus setelah perubahan 

c. Bantunn Kcu:rngnn dari Pro,·insi ntnu Perneriutnh Dacrah Lainnya 
I) Semula 
2) Benambah I (Berkuraug) 

Rp 
Rp 11 095 500 000.00 

Rp 60 603 005.789.00 

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pcmerintah daerah lainnya setelah perubahan 

Pasal 3 

Rp 11 095 500 000,00 

( I ) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari 
a. Belnnjn Tidak Lnngsung 

I) Semula 
2) Benambah I (Berkurang] 

Jum!ah belan_ia tidak langsung setelah perubahan 

b. Belanja Langsung 
I) Semula 
21 Bertambah I [Bei kurang] 

Jumlah belanja langsung setelah perubahau 

Rp -13-l 262 390 768,02 
Rp (16 026 829 026,-15) 

Rp 26-l 506 93 7 305,86 
Rp 92 420 793 050.00 

Rp -11823556174157 

Rp 356 9J7 no 355.St- 

( 1 ) Belenja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada avat (I) huruf a terdiri dari jenis bclanja 
a. Belaujn Pegnw ai 

1) Semula Rp 
2) Benambah I (Berkurang) Rp 

Jumlah belanja pegawai setelab perubahan 

325 566 737 151,52 
2 926 705 609,00 

Rp 328 493 -l-lc 760.;, 

b Belanja 



b. Belanja Subsidi 
I). Semula 
2) Bertambah I (Berkurang) 

Jumlah belanja subsidi setelah pcrubahan 

c. Belanja llibah 
I) Semula 
2) Bertambah I (Berkurang) 

Jumlah belanja hibah setelah perubahan 

d. Belanja B:rntuan Sosial 
I) Semula 
2) Bertambah I (Berkurang) 

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan 

Rp 
Rp 

Rp 
Rp 

9 750 000 000,00 
762.900.984,00 

6 282.273 400.00 
I 526.808 000.00 

Rp 

Rp 

Rp 

JO 512.900.984,00 

28 034.065 115.S I 

7 809 081 400,00 

Rp 49 287 808 734.96 
Rp. (21 253.743.619.45) 

e. OelnnJa ll:rntuan euangan kepnda pro, insi/kabupaten,h.ota dnu pcmcrintahan dcsn 

I) Semula Rp 42 966 511 481.54 

2) Bertambah I (Berkurang) Rp 140 500 000.00 

Jumlah belauja bantuan Keuangan setelah perubahan 
Rp 43 107 011 481.;4 

f. Bel:rnja Tidak Terduga 
I) Semula 
2) Bertambah I (Berkurang} 

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan 

Rp 
Rp 

409 060 000,00 
( 130 000 000,00) 

Rp 279 060 000,00 

( 3 ) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hurufb terdiri dari jems belanja 
:1. Belanjn Pegawai 

I) Semula Rp. 
2) Bertambah I (Berkurang) Rp 

269)4451915.00 
393 311 300.00 

Jumlah 



Rp 181 881 597 082,38 

Jumlah bclanja pegawai setelah perubahan 

b. 13clanja Barang dan Jasa 
I) Semula 
2). Bertambah I (Berkurang) 

Jumlah belanja barang dan jasa set el ah perubahan 

Rp 160 470 414 093,78 
Rp 21 411 182 988,60 

Rp 27.327 763 215,00 

c. Belanja i\lodnl 
1) Semula 
2) Bertambah I (Berkurang) 

Jumlah belanja modal setelah perubahan 

Rp 
Rp 

77 102 071 297,08 
70 616 298 761,40 

Rp 147 718 370 058,48 

Pasal 4 

( I ) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal l terdiri dari 
a. Penerimaan 

_______ _u Semula 
}) Bertarnbah I (Berlrnrang) 

Rp 
Rp 

87.468.001 238,60 
6 912 550.00 

Jumlah penerimaan setelah perubahan 
Rp 87 4,4 913 -ss.60 

b Pengcluar:rn 
1) Semula 
2) Bertambah I (Berkurang) 

Rp 
Rp I 00 000 000,00 

Jum!ah peugeluaran setelah perubahan 
Rp 100 000 000,00 

86 830 001 238,60 
6 912 550,00 

Rp 
Rp 

2) Bertambah I (Berkurang) 

( 2 ) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dunaksud pada a� at ( 1) huruf a terdiri dan jenis pembia}aan · 
a. Sisa Lebih Perhitungan .xnggnrnn Tahun .-\nggnran sebelumuya (SiLP.\) 

1) Semula 

Jumlah 



Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sete\ah perubahan 

b. Penerimann Kcmbali Pemberian Pinjaman 
I). Semula 
2) Bertambah I (Berkurang) 

Rp 
Rp 

638 000 000,00 
0,00 

Rp 86 836 913 788,60 

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp 638 000 000.00 

( 3 ) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan . 
Pcmberinu Pinjaman Oaerah 
I) Semula Rp 
2). Bertambah I (Berkurang) Rp I 00 000 000,00 

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp JOO 000 000.00 

PAS . .\L 5 

PASAL JI 

Lampiran IV 
Lampiran V 

6. Lampiran VJ 
7 Lampiran \Ill 
8 Lampiran Vil\ 
9 Lampiran IX 

10 Lampiran X 
I I Lampiran XI 
12 Lampiran XII 
I 3 Lampiran xn ( 

4 
s 

Uraian lebih Janjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal I, tercantum dalam \ampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Perarnran Daerah ini terdiri dari 
I. Lampiran I R.ingkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 
2 Lampiran 11 R.ingkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi. 
3 Lampiran Ill R.incian Perubahan Anggaran Pcndapatan Dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapaian. 

Belanja dan Pembiay aan. 
Rekapitulasi Perubahan Belanja menunH Urusan Pemerintahan Oaerah, Organisasi, Program dan Kegiatan. 
Rekapitulasi Perubahan Be!anja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. 
Daflar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan, 
Daftar Piutang Daerah. 
Oaftar Penyenaan xtodal (Iuvestast] Oaerah. 
Daftar Perk.iraan penambahan dan pengurangan aser tetap daerah, 
Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya. 
Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum drselesarkan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran au. 
Daftar dana cadangan daerah. dan 
Dafiar pinjaman daerah dan obligasi daerah 



PASAL [I 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

PASAL Ill 

(I) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan �ang diaiur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor I Tahun 2010 rentang Anggaran 
Pendapatan dan Be!anja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2010 masih tetap berlaku, sepanjang mengenai hal-hal yang tidak berteruangan 
dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati mi 

( 2 ) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan agar seiiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan Daerah ini. 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal 22 Oktober 20 IO 

BUPATI SU,TANG, 

� 
(' 

J\IILTON CROSBY 
Diundangkan di Sintang 
pada tanggal 5 November 2010 

PELAKSANA T. AS SEKRETARlS D.-\ERAH K..IBUPATE:S- SINTANG 
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